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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TEMUKAN PEMBOROSAN ANGGARAN 

NEGARA RP25,85 TRILIUN PADA 2022 
 

 
Sumber gambar: cnnindonesia.com 

 

Jakarta, CNN Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya 

pemborosan anggaran negara sebesar Rp25,85 triliun pada 2022. Temuan tersebut 

tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022, yang memuat 

ringkasan dari 388 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 1 LHP keuangan, 

177 LHP kinerja, dan 210 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). 

Jumlah ini terdiri dari temuan ketidakhematan, ketidakefektifan, ketidakefisienan 

sebesar Rp11,2 triliun, serta temuan terkait ketidakpatuhan sebesar Rp14,65 triliun. 

"Dalam IHPS dimaksud memuat temuan-temuan pemeriksaan yang seluruhnya bernilai 

Rp25,85 triliun," kata Ketua BPK Isma Yatun di Istana Negara Jakarta, Senin (26/6). 

BPK juga mengungkapkan temuan terkait kelemahan sistem pengendalian 

internal. “Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah 

menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset sebesar 

Rp577,69 miliar," ungkapnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230626123558-532-966617/bpk-

temukan-pemborosan-anggaran-negara-rp2585-t-pada-2022 

2. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6782473/bpk-temukan-

pemborosan-keuangan-negara-rp-2585-triliun 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 

a. Pasal 23E : 

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 

negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230626123558-532-966617/bpk-temukan-pemborosan-anggaran-negara-rp2585-t-pada-2022
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230626123558-532-966617/bpk-temukan-pemborosan-anggaran-negara-rp2585-t-pada-2022
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2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 

3. Hasil Pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh Lembaga perwakilan 

dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. 

b. Pasal 23F 

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah 

dan diresmikan oleh Presiden. 

2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 

c. Pasal 23 G 

1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan 

memiliki perwakilan di setiap provinsi. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 

dengan undang-undang. 

 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

a. Pasal 1 Ayat (1) : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara 

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; 

b. Pasal 2 : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1, 

meliputi a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk 

menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar 

tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. 

Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan 

daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, 

piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. 

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. 

kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 

diberikan pemerintah; 

c. Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan negara; 

a. Pasal 1 Ayat (1) : Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang 

dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD; 

b. Pasal 4 Ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; 

c. Pasal 4 Ayat (2) : Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang 

: a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. menunjuk Kuasa Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang; c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 

pemungutan penerimaan negara; d. menetapkan pejabat yang bertugas 

melakukan pengelolaan utang dan piutang; e. melakukan tindakan yang 

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; f. menetapkan pejabat yang 

bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran; g. menggunakan 

barang milik negara; h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 

pengelolaan barang milik negara; i. mengawasi pelaksanaan anggaran; j. 

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; kementerian 

negara/lembaga yang dipimpinnya. 

 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

a. Pasal 1 Ayat (6) : Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan 

pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan 

kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pertanggungjawaban; 

b. Pasal 1 Ayat (8) : Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi 

standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang 

wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa; 

c. Pasal 1 Ayat (11) : Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan 

pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan; 

d. Pasal 16 Ayat (1) : Laporn hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah memuat opini. 

 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan; 

a. Pasal 6  Ayat (1) : BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan 
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Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, 

dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; 

b. Pasal 6 Ayat (2) : Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 

c. Pasal 6 Ayat (3) : Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, 

pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 

d. Pasal 6 Ayat (5) : Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang 

diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara; 

e. Pasal 9 Ayat (1) huruf e : Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang 

menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi 

dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan 

dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 

f. Pasal 9 Ayat (1) huruf i : Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang 

memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; 

g. Pasal 9 Ayat (1) huruf i : Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang 

memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern 

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah. 

 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nonor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah 

Pasal 1: 

(1) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, 

adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh 

di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 


